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Pelayanan Pengurusan Pensertifikatan Tanah Hak Pakai untuk
|nstansi Pemerintah
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. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon
atau kuasanya diatas materai cukup

Surat kuasa apabila dikuasakan
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Photocopy KTP pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh
JFU

Penetapan lokasi atau surat ijin penunjukan penggunaan tanah
Bukti perolehan tanah/alashak/surat pernyataan dari pengelola asset
Photocopy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh JFU surat keterangan

Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

v 0 N o U

Pembelian tanah diatas Tahun 2015 melampirkan dokumen hasil penilaian oleh KJPP

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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A PENGADILAN AGAMA JEMBER

Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Rekapitulasi Rapor Penanganan Perkara Peradilan Agama Berdasarkan SIPP
Periode Jumat 29 Oktober 2021 Kategori | (>5000 Perkara)

RENAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA PERADILAN AGAMA BERDASAR SIPP PERIODE JUM AT 29 OXTOBER 2021

RAPOR PENANGANAN PERMARA TINGKAT PERTAMA
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1. Pemohon datang kemeja pelayanan dengan membawa persyaratan

2. -JFU Memeriksa Kelengkapan berkas apabila Berkas tidak memenuhi persyaratan/ tidak lengkap
berkas dikembalikan kepada pemohon - Berkas yang memenuhi persyaratan/lengkap selanjutnya
diserahkan kepada kasi untuk di proses/ Dikoreksi/Paraf

. Kasi meneruskan Berkas/Surat kepada Kabid Untuk dikoreksi/Paraf
. Kabid menyerahkan Berkas/Surat kepada Sekretaris untuk dikoreksi/Paraf
. Sekretaris meneruskan Berkas/Surat Kepada Kepala Dinas Untuk di tanda tangani.

. Kepala DInas Mengembalikan Berkas/Surat kepada JFU.
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. JFU mengarsipkan dan menyerahkan Berkas/Surat Yang telah diproses ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan
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Biaya/ Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat tanah Pemda
Pengaduan Layanan

* Datang Langsung Ke Kantor Dinas Pertanahan Alamat JI. Takengon-Isag Km. 7 Kampung Kung
* Melalui surat ke alamat Kantor Dinas Pertanahan

®* Pengaduan secara Online
1. Email : dinaspertanahanAT@gmail.com

SP4N Lapor : SMS 1708
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